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Estate crops agroindustry has been playing very important role in the Indonesian economy, especially in 
contributing foreign exchanges and competitive image for the country. Recently, Indonesian Government, 
through the Ministry of National Education, has launched a national strategic research grant for three 
commodities, namely oil palm, cacao and gambir, due to their contributions as champions of  the world. 
However, some problems are facing the global trade of the above mentioned commodities, so that some 
technological and managerial breakthroughs have to be found through research and development activities. This 
article reviews some progress in the development of oil palm, cacao and gambir agroindustries in Indonesia.   
 





Sektor pertanian merupakan salah satu sektor 
yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional, karena didukung oleh ketersediaan potensi 
sumberdaya alam yang sangat baik dan beragam. 
Namun demikian,  ketersediaan berbagai sumber-
daya hayati yang banyak tidak menjamin kondisi 
ekonomi masyarakat akan lebih baik, kecuali 
bilamana keunggulan tersebut dapat dikelola secara 
profesional, berkelanjutan dan amanah, sehingga 
keunggulan komparatif (comparative advantage) 
akan dapat diubah menjadi keunggulan kompetitif 
(competitive adventage) yang menghasilkan nilai 
tambah (value added) yang lebih besar. 
Era globalisasi yang melanda dunia secara 
nyata menyebabkan bermunculan berbagai norma 
dan aturan baru yang satu sama lain saling 
tergantung dan kadang-kadang tidak terpisahkan. 
Saling ketergantungan antar negara dicirikan dengan 
semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap 
produk-produk negara lain. Perubahan kondisi 
perdagangan dunia menyebabkan semakin ketatnya 
persaingan antar unit-unit bisnis di masing-masing 
negara untuk merebut pangsa pasar global yang 
semakin terbuka (Gumbira-Sa’id, 2007). 
 Konsekuensi dari perubahan-perubahan 
kondisi perdagangan tersebut menuntut dunia 
agroindustri Indonesia untuk tidak hanya memiliki 
keunggulan komparatif, melainkan juga  keunggulan 
kompetitif yang tinggi, yang tercermin dengan mutu 
produk yang tinggi dan harga yang dapat bersaing, 
walaupun mutu produk tinggi tidak harus disertai 
dengan teknologi yang canggih, melainkan dengan 
disiplin sumberdaya manusia industrial yang tinggi.  
Elemen mutu dan harga merupakan dua hal yang 
saling berkaitan.  Mutu produk yang tinggi akan 
mengakibatkan harga produk menjadi tinggi dan 
lebih mampu bersaing di pasar global. 
Sayangnya, hasil penelitian mengenai 
pengembangan jaringan penelitian dan  pengem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dilaksanakan oleh RAMP-IPB (Gumbira-Sa’id, et al, 
2009), baru-baru ini  menyimpulkan bahwa secara 
umum  jejaring kemitraan antara litbang pemerintah, 
swasta dan universitas masih lemah, peranan 
promosi hasil litbang pada komersialisasi hasil 
litbang juga masih lemah dan peranan lembaga 
bisnis ventura hampir sama sekali tidak dirasakan 
oleh para pelaku bisnis baru. Selain itu, berbeda 
dengan di negara-negara Asia lainnya yang saat ini 
cukup maju, yakni Malaysia, Thailand,  RRCina dan 
India peranan klaster bisnis di Indonesia belum 
tampak hasilnya. Hal ini terutama penting dalam 
upaya meningkatkan mutu dan daya saing produk-
produk Indonesia di pasar global.  
Pada tahun 2009 ini  Pemerintah Indonesia 
melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada 
Masyarakat (DP2M), Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Depdiknas  mendanai serangkaian penelitian 
dan pengembangan berjudul “Hibah Unggulan 
Strategis Nasional Kelapa Sawit, Kakao dan 
Gambir”, yang ditawarkan, khususnya kepada para 
peneliti di lingkungan Depdiknas, dan diperkenan-
kan memperkuat tim peneliti dengan memperluas 
jejaringnya ke lembaga-lembaga penelitian 
pemerintah yang terkait atau swasta nasional. 
.Ketiga komoditas di atas dipilih sebagai komoditas 
strategis nasional, kemungkinan besar karena 
peranananya yang dominan atau semakin kuat di 
pasar global. Dengan demikian di bawah ini dibahas 
kegiatan penelitian dan pengembangan, state-of-the-
art kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman 
ketiga komoditas strategis nasional di atas.  
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KELAPA SAWIT SEBAGAI KOMODITAS 
STRATEGIS NASIONAL  
 
Komoditas kelapa sawit tidak terbantahkan 
merupakan primadona perdagangan ekspor 
Indonesia. Ekspor minyak sawit Indonesia dan 
produk turunannya terus meningkat setiap tahunnya. 
Pada tahun 2005 jumlah ekspor minyak sawit 
Indonesia dan produk turunannya mencapai 10,5 juta 
ton. Tahun 2006 jumlah ekspor minyak sawit dan 
produk turunannya meningkat menjadi 12.1 juta ton 
dengan nilai sekitar USD 5,4 miliar (IOPRI, 2007). 
Kelapa sawit juga menjadi sumber penerimaan pajak 
yang besar. Pajak bumi dan bangunan yang dapat 
diperoleh adalah sekitar Rp 26.263 miliar dengan 
asumsi luas areal perkebunan kelapa sawit sekitar 
5.247.171 hektar dan dengan tarif pajak Rp 5.000 
perhektar pertahun (Darmosarkoro, 2006).  
Sejak bulan Oktober 2007, Indonesia telah 
berhasil menjadi produsen CPO terbesar di dunia, 
bahkan pada bulan Mei 2009,  Indonesia telah 
mampu memproduksi 19 juta ton CPO dari luasan 
areal  7,52 juta ha. Pada tahun 2007, ekspor CPO 
dan berbagai produk turunannya mencapai 11,9 juta 
ton, setara dengan penerimaan USD 7,9 milyar, dan 
memberikan pekerjaan kepada lebih dari 3,3 juta 
pekerja, baik di lahan maupun di pabrik dan 
berbagai sektor jasa yang terkait. Bahkan Menteri 
Perindustrian Republik Indonesia mengharapkan 
bahwa Indonesia akan mampu menghasilkan 50 juta 
ton CPO pada tahun 2020 (Gumbira-Sa’id, 2009).  
Perdagangan minyak sawit dunia semakin 
baik dengan adanya peningkatan konsumsi minyak 
sawit dunia. Minyak sawit telah menjadi minyak 
makan terbesar yang dikonsumsi dunia mengganti-
kan minyak kedelai. Pangsa pasar dunia minyak 
sawit adalah 24,4% dan pangsa pasar minyak kedelai 
adalah 23,9% dari total konsumsi minyak dan lemak 
dunia sebanyak 143 juta ton. Peningkatan perminta-
an minyak sawit dipicu pula oleh peningkatan 
kesadaran dan kebutuhan penggunaan energi 
alternatif yang terbarukan dan relatif kurang polutif. 
Misalnya target negara-negara Eropa (UE) 
menggunakan biodisel dari minyak kelapa sawit 
sebagai pengganti minyak bumi dari 4.873 juta ton 
pada tahun 2005 menjadi 14.010 juta ton pada tahun 
2010 (Samhadi, 2006; Triyanto, 2007).  
Walaupun sudah banyak hasil penelitian dan 
pengembangan kelapa sawit di Indonesia yang 
cukup mutakhir (state-of-the art) dan dirujuk dunia, 
diantaranya penggunaan bioteknologi pada per-
baikan genetika bibit kelapa sawit, perbaikan kultur 
teknis dengan irigasi tetes, penggunaan pupuk 
organik dari limbah kelapa sawit, pengendalian 
hama terpadu dan mengutamakan sistem pengendali-
an hayati, perbaikan pasca panen, peningkatan 
rendemen hasil CPO, investasi pada beberapa ragam 
oleokimia dan biodisesel serta surfaktan, namun, 
kelapa sawit sebagai komoditas dalam bentuk curah 
masih termasuk kategori produk kurang terdiferen-
siasi. Oleh karena itu, karakteristik pasar produk 
yang kurang terdiferensiasi biasanya memiliki 
pembeli yang sedikit dan terkonsentrasi akan tetapi 
penjualnya banyak.  Jalur pemasarannya biasanya 
merupakan kepanjangan tangan dari spot-market, 
sedangkan informasi antar mitra perdagangan dalam 
sistem pemasarannya biasanya juga tidak mengalir 
lancar. Walaupun demikian terdapat keuntungan dari 
karakteristik pasar produk yang kurang terdiferen-
siasi yakni pembelian komoditas dapat dilakukan 
dengan cepat, berbiaya rendah dan menggunakan 
rantai perdagangan yang relatif sudah mapan, serta 
memiliki standar universal. Pasar komoditas curah 
tersebut dicirikan dengan instabilitas, kelebihan 
pasok, kompetisi global yang tajam, kecenderungan 
penurunan harga dan penurunan term of trade 
negara-negara produsen (Hermawan et al.,  2006). 
Pada Gambar 1 diperlihatkan  skema rantai nilai 





















Gambar 1. Rantai nilai global komoditas kelapa sawit Indonesia  
(Hermawan, et al, 2006) 
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Persaingan yang utama pada perdagangan 
internasional kelapa sawit terjadi antara Indonesia 
dan Malaysia, dengan posisi unggul masih berada di 
pihak Malaysia. Keunggulan Malaysia di atas 
Indonesia terjadi karena didorong oleh faktor 
koordinasi dan konsolidasi kebijakan pemerintah 
yang lebih baik, penguasaan teknologi dan 
pengetahuan yang lebih maju, investasi swasta yang 
lebih besar serta kekuatan pemasaran yang lebih 
baik. Selain itu keunggulan Malaysia di atas 
Indonesia dalam hal  perolehan devisa juga terjadi 
karena Malaysia telah sanggup mengembangkan 
industri hilir produk kelapa sawit yang memiliki 
daya saing internasional yang tinggi (Gumbira-Sa’id, 
2006). Indonesia masih menghadapi berbagai 
kendala dalam agribisnis kelapa sawit seperti 
didaftar di bawah ini. 
1. Konflik sosial seperti ketidakharmonisan 
hubungan antara pekebun, masyarakat sekitar, 
dan instasi terkait. Masalah-masalah sosial 
tersebut dapat berlanjut menjadi masalah lainnya 
seperti okupasi lahan, masalah ketersediaan lahan 
dan perizinan, dan tindakan kriminal seperti 
penjarahan produk. 
2. Lemahnya strategi pengembangan industri dan 
kemampuan membangun industri hilir yang 
masih rendah. Regulasi pemerintah, komitmen 
lembaga pembiayaan, pelaku bisnis dan 
sinkronisasi pengembangan industri hulu dan hilir 
belum berjalan dengan baik. 
3. Isu-isu lingkungan. 
Perambahan hutan konservasi untuk dijadikan 
lahan perkebunan kelapa sawit telah banyak 
terjadi. Salah satu kasusnya adalah pembukaan 
lahan pada hutan konservasi seluas 49.948 Ha di 
Sumatera Selatan. Pengembangan lahan tersebut 
mengakibatkan kerusakan hutan, erosi, dan 
rusaknya biodiversity (Khoiri, 2006). Tekanan 
LSM, lembaga konsumen dan lembaga pencinta 
lingkungan internasional yang gencar menyuara-
kan pembangunan perkebunan kelapa sawit 
lestari mempengaruhi perbankan dan lembaga 
keuangan multilateral untuk membatasi atau 
menghentikan sama sekali investasi dan pem-
biayaan di sektor sawit Indonesia karena argumen 
lingkungan dan sosial. Oleh karena itu kewajiban 
perusahaan kelapa sawit untuk melaksanakan 
Corporate Social Responsibility (CSR) semakin 
penting bagi keberlanjutan bisnis.  
4. Penerapan kultur teknis tidak tepat seperti 
penanaman, pemeliharaan, aplikasi pupuk, 
manajemen panen, serta kesalahan dalam 
interpretasi kelas kesesuaian lahan. Selain itu 
adopsi teknologi pemeliharaan tanaman juga 
masih rendah (Darmosarkoro, 2006). 
5. Lemahnya dukungan dari lembaga penelitian 
(termasuk pembangunan riset yang kuat secara 
nasional), serta kurangnya penggalian informasi 
untuk memperkokoh strategi pengembangan 
industri kelapa sawit baik dari hulu mapun ke 
hilir.  
6. Fluktuasi harga CPO dalam beberapa tahun 
terakhir yang dipicu oleh meningkatnya harga 
energi dunia.   
7. Persoalan klasik dan struktural yang masih 
membelit usaha perkebunan dan industri per-
kelapasawitan Indonesia dan belum teratasi 
sampai sekarang antara lain persoalan ketersedia-
an input produksi (seperti bibit yang baik, pupuk 
dan pestisida) sehingga menyebabkan rendahnya 
produktivitas lahan sawit (Samhadi, 2006).  
8. Buruknya infrastruktur (mulai dari jalan perkebu-
nan hingga pabrik pengolahan, pelabuhan timbun 
maupun pelabuhan ekspor) terutama di pulau 
Kalimantan.  
9. Dari aspek kepastian hukum, masih banyak kasus 
tumpang tindih dan sengketa menyangkut lahan 
dengan masyarakat. 
10. Kebijakan pemerintah menyangkut kelapa sawit 
tidak terorganisasi dengan baik. Kebijakan 
pemerintah juga belum mendorong ke arah 
pengembangan lebih jauh industri sawit yang 
kompetitif. Malaysia membebaskan pajak ekspor 
CPO ke Belanda, sementara Indonesia 
menerapkan pajak ekspor US$ 5.5 per ton CPO 
pada Desember 2005 dan juga setelahnya, bahkan 
sampai saat ini dengan pertambahan pajak 
progresif. Malaysia juga memiliki safety net fund 
untuk mengendalikan harga minyak goreng dalam 
negeri, sementara di Indonesia belum ada.  
11. Peraturan-peraturan pemerintah masih banyak 
membebani industri minyak sawit, maupun 
menghambat investasi di industri minyak sawit.  
Dalam menghadapi persaingan komoditas 
minyak sawit global, terobosan dalam bersaing pada 
industri komoditas perkebunan diperlukan. Berikut 
ini dipaparkan berbagai terobosan yang dapat 
dilakukan dalam industri  minyak sawit. 
1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen 
profesional sesuai Karakter Perusahaan 
Perkebunan Abad ke-21, yakni  (a) Bersifat 
sangat fleksibel, (b) Memiliki visi global, (c) 
Didorong oleh inovasi, (d) Kepemilikan Modal 
mungkin tidak terbatas, (c) Memiliki kemampuan 
bersaing sangat ketat, (d) Ramah lingkungan, (e) 
Transparan, dan (f) Memiliki stakeholder yang 
rumit.  
2. Semua pelaku agribisnis sawit terbesar mengikuti 
panduan Roundtable Discussion on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) secara konsisten. Reposisi 
bisnis dilakukan untuk memperkuat kondisi 
perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan 
dengan memaksimalkan pemanfaatan peluang 
yang dimiliki perusahaan dan mengantisipasi 
berbagai ancaman bisnisnya (Gambar 2). 
3. Membangun Stasiun Penelitian Kelapa Sawit 
Modern  (OPRS), misalnya yang telah dilakukan 
oleh  Asian Agri dan memproduksi benih sawit 
unggulan  (DxP crosses). 
4. Melakukan pemupukan yang lebih efisien dan 
perbaikan sistem pengendalian hama dan 
penyakit tanaman kelapa sawit. 
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Gambar 2. Panduan kriteria the Roundtable 
Discussion on Palm Oil (RSPO) 
 
5. Mengintegrasikan rantai kegiatan Perkebunan 
Sawit  – Pabrik Kelapa sawit – Industri 
Oleokmia. 
6. Melakukan investasi dalam industri Biodiesel dan 
industri lain yang memiliki keunggulan 
komparatif dan kompetitif dalam pohon industri 
kelapa sawit. 
7. Melakukan reposisi Bisnis dengan menerapkan 
sistem pengembangan bisnis berparadigma baru 
dan kompatibel dengan perubahan lingkungan 
global.   
8. Melakukan kerjasama kemitraan tripartit diantara 
Akademik - Bisnis – Pemerintah (Government – 
ABC) (misalnya IPB, PTPN V, dan Pemda 
kabupaten Siak) dalam pengembangan bisnis 
kelapa sawit secara terpadu  (Kebun, PKS dan 
mungkin industri Biodiesel atau Oleokimia) 
9. Melakukan Aliansi Strategis dengan perusahaan-
perusahaan kelapa sawit Malaysia dalam 
menghadapi pertarungan perdagangan dengan 
minyak nabati lainnya.  
10. Melaksanakan berbagai program berbasis 
kemasyarakatan (CSR) sekitar area perkebunan 
dan industri sawit berada dalam upaya 
membangun kemitraan yang harmonis bersama 
masyarakat luas. 
Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan komoditas kelapa sawit merupakan 
bagian dari pembangunan yang terintegrasi  dengan 
berbagai komponen sektor pembangunan dan 
komponen spasial yang dimilikinya. Menurut 
Sutriandi et al. (2005) komponen sektor pembangun-
an dalam pengembangan agribisnis kelapa sawit 
meliputi pelaku bisnis, institusi keuangan/penanam 
modal, pendapatan lokal yang dibangkitkan dari 
bisnis kelapa sawit, aspek pemasaran, serta teknologi 
pemrosesan. Komponen spasial agribisnis kelapa 
sawit mencakup pola dan struktur wilayah spasial, 
konversi tanah, infrastruktur regional, ancaman 
terhadap area konversi, teknologi pengembangan 
pengembangan area terisolasi dan pengembangan 
area prioritas. Komponen sektor pembangunan dan 
komponen spasial bersama konsep pembangunan 
berkelanjutan dan konsep bioregional mempengaruhi 
kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan 
tersebut kemudian berpengaruh pada institusi yang 
terlibat dalam pengembangan agribisnis kelapa sawit 
yang akan secara berlanjut melakukan mekanisme 
insentif dan disinsentif yang saling mempengaruhi 
pencapai-an kesetaraan pembangunan dan 
keberlanjutan lingkungan dan konservasi (Gambar 
3).  
 
KAKAO SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN 
STRATEGIS NASIONAL 
 
Dalam sejarah budidaya dan persebarannya 
di dunia, tanaman kakao tumbuh terutama di 
wilayah-wilayah Afrika Barat, Amerika Tengah, 
Amerika Selatan, dan Asia.  Pada awal tahun 1970-
an produksi dan perdagangan internasional kakao 
dikuasai oleh Ghana, Nigeria, Pantai Gading dan 
Brazil. Namun demikian, setelah itu terjadi 
perkembangan produksi di wilayah Asia Pasifik, 
termasuk Indonesia yang tumbuh cukup cepat, 
sehingga pada saat ini  negara-negara produsen 
utama kakao dunia adalah Pantai Gading, Ghana, 
Indonesia, Nigeria, Brazil, Kamerun, Ekuador dan 
Malaysia.  Negara-negara di atas menghasilkan 90 
persen dari produk kakao dunia (UNIDO, 2005; 
FAO, 2006).  Di Indonesis sendiri, secara keseluruh-
an luas perkebunan kakao saat ini adalah sekitar 
992.000 ha. Sebanyak 70% perkebunan kakao di 
Indonesia berada di pulau Sulawesi, dan hampir 
seluruhnya adalah milik rakyat (Departemen 
Pertanian, 2008).  
Produksi kakao terbesar berada di pulau 
Sulawesi, dan didominasi oleh perkebunan rakyat 
dengan jumlah produksi lebih 386 ribu ton dan luas 
areal sekitar 538 ribu Ha, dengan produktivitas rata-
rata sebesar 710 Kg/Ha.  Di lain pihak ekspor kakao 
Indonesia meningkat secara tajam di tahun 2002  
walaupun kemudian berfluktuasi diantara tahun 
2003 dan 2005. Nilai ekspor biji kakao tertinggi 
Indonesia dicapai pada tahun 2002, yakni USD 
520.67 juta.  Peningkatan produksi dan mutu kakao  
sedang digalakkan oleh Asosiasi Kakao Indonesia 
(Razak, 2006) dengan membina dan mengembang-
kan desa kakao (cacoo village).  Dengan pembinaan 
khusus berbasis penelitian dan pengembangan  
tersebut, produktifitas kakao meningkat dari 0,7 
ton/ha menjadi 1,8 ton/Ha. Dengan keberhasilan 
tersebut Askindo mengharapkan bahwa ekspor 
kakao Indonesia akan meningkat dari 450.000 ton 
tahun 2005, meningkat menjadi 490.000 ton tahun 
2006, dan meningkat lagi menjadi 530.000 ton di 
tahun 2007.  
Beberapa hasil kegiatan penelitian dan 
pengembangan yang dapat dibanggakan sebagai 
kegiatan mutakhir (state-of-the-art) dari agroindustri 
kakao adalah penyediaan bibit yang lebih baik, 
pengendalian hayati, proses pengeringan biji kakao 
yang lebih baik mutunya, dan penganeka ragaman 
produik kakao yang dapat dikerjakan oleh usaha 
kecil dan menengah (UKM). Protipe hasil-hasil di 
atas dapat dilihat di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 
di Jember, Jawa Timur (PPKK, 2008).  
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Gambar 3. Komoditas kelapa sawit sebagai komponen sektor pembangunan dan komponen spasial 
(Sutriandi et al., 2005) 
 
Namun demikian, walaupun Indonesia 
merupakan salah satu dari tiga besar negara 
pengekspor kakao dunia, Razak (2006) melaporkan 
bahwa hampir 80% dari volume bij kako untuk 
ekspor merupakan biji kakao bermutu rendah, 
karena kebanyakan biji kakaonya tidak difermentasi. 
Dalam diskusi nasional perdagangan biji kakao 
untuk ekspor akhir 2007 yang dihadiri oleh seluruh 
pengampu (stakeholders) bisnis kakao dan diadakan 
oleh Departemen Perdagangan (2007) muncul 
berbagai isu di bawah ini.  
1. Isu yang mula-mula dibahas adalah masalah perlu 
tidaknya kakao difermentasi. Sejauh ini pasar 
internasional hanya menganggap kakao Indonesia 
adalah unfermented cacao  sehingga harga lebih 
rendah dari produk kakao yang berasal dari Ivory 
Coast dan Ghana. Industri-industri  pengolah 
kakao lebih menyukai  bahan baku kakao yang 
difermentasi karena lebih menghasilkan aroma 
produk yang baik dan harga jual produk yang 
tinggi. Asosiasi industri mau membeli kakao yang 
difermentasi dengan mutu yang baik dg selisih 
harga Rp. 1500 sd Rp. 4000/kg di atas harga 
kakao yang tidak difermentasi.  
2. Kenyataan di lapangan serta citra yang ada pada 
ekspor kakao Indonesia adalah yang tanpa 
difermentasi sehingga tidak memiliki patokan 
harga, walaupun yang disukai adalah yang 
difermentasi, karena memiliki rujukan harga 
internasional, misalnya dari New York atau 
London. Masalah yang paling menonjol dalam 
penyusunan strategi pengembangan agroindustri 
kakao nasional adalah apakah meningkatkan 
produksi kakao yang tidak difermentasi, atau 
apakah ingin yang memiliki nilai tambah 
(fermented).  Dalam kenyataannya pada bisnis, 
kakao yang tidak difermentasi ternyata hanya 
baik untuk produk cacao butter, sedangkan kakao 
yang difermentasi dapat menghasilkan aroma dan 
juga cacao butter, sehingga nilai tambah dan 
harga yang  diperoleh lebih tinggi.  
3. Kenyataan di lapangan mengindikasikan bahwa 
penentu bisnis kakao,  seolah olah adalah 
pedagang perantara (pengumpul), yang 
orientasinya hanya pada keuntungan  semata. 
Mereka tidak peduli pada jenis kakao yang 
difermentasi  maupun yang tidak  difermentasi. 
Tetapi yang jelas kelompok pedagang sangat 
tidak menginginkan terjadinya perubahan 
kebijakan perdagangan yang mengharuskan 
perdagangan kakao hasil fermentasi saja. 
Pedagang saat ini sangat menikmati marjin 
keuntungan yang baik, dan tidak menginginkan 
menunggu waktu fermentasi selama lima sampai 
tujuh hari. Namun demikian, keberadaan 
pedagang penguimpul sulit dihilangkan karena 
fungsinya juga dapat membantu pengadaan biaya 
dan kebutuhan petani di muka (ijon).  
4. Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah harus 
mampu memuaskan semua pihak, terutama 
masyarakat petani kecil. Berdasar salah satu 
laporan internasional, bisnis kakao Indonesia 
dapat menjadi contoh karena marjin keuntungan 
masyarakat petani adalah yang terbaik dibanding 
dengan negara-negara di Afrika. Walaupun 
demikian saat ini ada indikasi bahwa usaha 
masyarakat untuk melakukan fermentasi ternyata 
diganggu oleh pedagang, yang hanya mau 
membeli cacao bean apa adanya, sebelum 
fermentasi sempurna. 
5. Meluasnya wabah  PBK (penggerek buak kakao; 
cacao pod borer) adalah salah satu masalah besar 
di Indonesia, walaupun juga menjadi masalah 
utama dunia. Salah satu strategi yang harus 
dilaksanakan dalam pengembangan ekspor kakao 
adalah mengeliminasi PBK secara tuntas.  
6. Diperlukan Sertifikasi Pedagang pengumpul, 
yang memperhatikan aspek peraturan/hukum 
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yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran dalam 
perdagangan, maka para pihak di atas harus 
dibawa ke meja hukum. 
7. Asosiasi industri telah banyak turun ke daerah 
dan bertemu dengan para petani dan Asosiasi 
Petani, dan telah banyak usaha yang telah dibuat, 
diantaranya ikut mengembangkan koperasi di 
daerah. Sayangnya banyak Koperasi Kakao yang  
memiliki masalah modal, serta Sumberdaya  
manusia yang lemah karena mereka kebanyakan 
adalah para petani yang kurang terdidik, dan 
karena ditekan oleh para pedagang pengumpul 
yang juga tertekan bisnisnya oleh perusahaan-
perusahaan dunia yang beroperasi di lokasi, 
misalnya Sulawesi sebagai pabrikan dan 
pedagang dari berbagai perusahaan kakao raksasa 
dunia (Ollam, Cargil, ADM, Nobel, EFEM dan 
lain-lain). 
8. Salah satu kelemahan dalam perdagangan kakao 
adalah karena standar nasional Indonesia (SNI) 
masih bersifat voluntary (belum diwajibkan), 
sehingga semua jenis panenan yang kurang 
bermutupun tetap diterima pasar dengan harga 
yang berbeda. Oleh karena itu pemerintah harus 
lebih keras lagi menegakkan hukum dan 
mewajibkan dipatuhinya SNI dalam perdagangan 
komoditas kakao. 
9. Keinginan asosasi industri kakao adalah 
mengolah kakao dalam negeri sehingga nilai 
tambahnya ada di dalam negeri. Malaysia maju 
karena impor dari Ghana, Pantai Gading dan 
Indonesia tanpa dikenai Bea Masuk, sedangkan 
pabrikan Indonesia bila mengimpor biji kakao 
dari Afrika masih dikenai Bea masuk 5%.   
 
 
GAMBIR SEBAGAI KOMODITAS 
STRATEGIS NASIONAL 
 
Gambir merupakan salah satu komoditas  
unggulan Indonesia, karena memasok kebutuhan 
dunia hingga mencapai 80%, sementara 90% produk 
gambir Indonesia diproduksi oleh para petani di 
Sumatera Barat. Negara-negara tujuan ekspor 
gambir adalah Australia, Bangladesh, Hongkong, 
India, Malaysia, Nepal, Pakistan, Taiwan, Jepang, 
Saudi Arabia, Filipina, Thailand dan Singapura.  
Pada tahun 2006 volume ekspor gambir Indonesia 
tertinggi adalah ke India, yaitu 6.712.037 kg dan 
terendah ke Thailand yaitu 1.160 kg (Departemen 
Pertanian, 2006).  Pangsa pasar ekspor gambir 
sangat luas dengan volume ekspor yang tinggi 
seperti diperlihatkan pada Tabel 1.   
India membutuhkan gambir sebanyak 6000 
ton pertahun, dengan 68% gambir tersebut diimpor 
dari Indonesia. Selain itu, Singapura juga merupakan 
pengimpor gambir terbesar dari Indonesia.  Volume 
impor tertinggi Singapura pernah mencapai 92,1% 
dari produksi gambir Indonesia. Dengan demikian  
prospek ekspor gambir ke luar negeri terbuka luas. 
Produk gambir yang diinginkan oleh pembeli luar 
negeri, seperti India dan negara-negara  pengimpor 
lainnya, adalah gambir yang benar-benar baik dan 
tidak tercampur dengan bahan lainnya yang dapat 
merusak kesehatan.  Kemurnian dan kadar catechin 
merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bila 
akan melakukan ekspor, karena bila gambir 
tercampur benda asing akan menurunkan kandungan 
catechin, dan aroma yang merupakan persyaratan 
yang mutlak harus dipenuhi (Denian, 2004).   
 
Tabel 1. Ekspor komoditi Gambir Tahun 2006 






Australia 40.000 78.721 
Bangladesh 324.000 277.100 
Hongkong 1.610 2.508 
India 6.712.037 7.030.879 
Jepang 7.000 41.300 
Malaysia 5.000 6.000 
Nepal 250.000 366.509 
Pakistan 499.294 328.822 
Filipina 88.000 5.500 
Saudi Arabia 5.000 10.059 
Singapore 37.790 120.928 
Taiwan 5.000 9.775 
Thailand 1.160 3.890 
Total 7.975.891 8.281.991 
Sumber : Departemen Pertanian (2006) dalam Evalia (2009) 
 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 
Sumatera Barat (tahun 2000 sampai 2006), 
perkembangan volume ekspor gambir Sumatera 
Barat secara keseluruhan mengalami penurunan dari 
tahun ke tahun, kecuali untuk tahun 2004 terjadi 
peningkatan nilai ekspor, meskipun masih dibawah 
nilai ekspor tahun 2000.  Penyebab utama kondisi 
diatas adalah mutu produk gambir yang rendah 
sehingga harga di pasar juga menjadi rendah. Mutu 
yang tidak terjamin menyebabkan permintaan pasar 
berkurang.  Kondisi tersebut jangan sampai terjadi 
berkepanjangan,  karena dapat menyebabkan gambir 
menjadi tidak menarik dan tidak berpotensi lagi 
sebagai komoditas ekspor spesifik daerah Sumatera 
Barat.  Data volume ekspor gambir Sumatera Barat 
tahun 2000-2006 dapat dilihat pada Tabel 2. 
Pola usaha komoditas gambir Sumatera Barat 
melingkup kegiatan budidaya tanaman gambir di 
lahan, serta agroindustri rakyat. Agroindustri gambir 
tergolong pada industri mikro dan kecil.  Gambir 
diproduksi oleh rumah kempa (tempat ekstraksi daun 
dan ranting gambir) dimana satu rumah kempa 
didisain  minimal untuk menampung hasil panennan 
dari luasan 2 Ha kebun gambir.  Proses produksi 
tersebut umumnya masih sederhana dan dilakukan 
turun temurun (tradisional).  Kondisi proses 
ekstraksi (pengempaan) yang sangat tradisional 
dalam upaya menghasilkan gambir pada saat ini, 
menyebabkan mutu produk tidak dapat dikontrol 
dengan baik. 
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Tabel 2. Volume dan Nilai Ekspor Gambir Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 – 2006 








1. 2000 1.339.860,00 - 1.808.503,00 - 
2. 2001 984.359,00 - 26.53 1.168.268,00 - 35.40 
3. 2002 959.352,00 - 2.54 1.164.441,00 - 0.33 
4. 2003 588.830,00 - 38.62 668.523,59 - 42.59 
5. 2004 849.540,00 44.28 967.000,00 44.65 
6. 2005 622.460,00 13.83 700.209,00 - 35.63 
7. 2006 495.603,00 - 48.75 562.313,00 - 9.66 
  Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (tahun 2000 – 2006) 
Berdasarkan kondisi di atas maka dalam 
mendapatkan suatu solusi dan sintesa mengenai 
mutu gambir dilakukan analisa yang mendasar dari 
permasalahan mutu yang ada.  Analisa tersebut 
mulai dari pemahaman dasar tentang arti penting 
mutu, pemahaman tentang mutu dan keinginan 
konsumen terhadap mutu produk, sampai proses 
untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu 
secara terus menerus (Dhalimi, 2006). 
Berdasarkan riset strategi pengembangan 
agroindustri gambir di kabupaten Lima Puluh Kota 
akhir Desember 2008 lalu Evalia, Gumbira-Sa’id  
dan Nurmalina (2009), rasio nilai tambah dari 
pengolahan gambir menjadi katekin mencapai 
97,52%, sehingga untuk tiga kilogram gambir 
didapatkan nilai tambah sebesar Rp 2.598.000, 
sementara untuk nilai tambah dari tanin untuk tiga 
kilogram gambir adalah sebesar Rp 1.305.094, 
dengan rasio nilai tambah sebesar 95,18 %.  
Sasaran kegiatan pengkajian gambir secara 
setrategis nasional yang diharapkan mampu menjadi 
tonggak kemajuan litbang mutakhir (state-of-the art) 
adalah adalah sebagai berikut: 
1. Menghasilkan dokumen lengkap mengenai 
informasi state-of-the-art pengembangan agri-
bisnis gambir di Indonesia dan dunia. 
2. Menghasilkan paket teknologi perbaikan rekayasa 
proses produksi gambir pada berbagai tingkatan 
skala usaha (agroindustri mikro, kecil, menengah 
dan besar). 
3. Menghasilkan disain alat dan mesin produksi 
gambir pada berbagai tingkatan skala usaha. 
4. Menghasilkan mutu gambir yang terbaik dan 
sesuai dengan permintaan pasar global. 
5. Menghasilkan material (proses, alat /mesin, atau 
sistem) dalam agroindustri gambir yang dapat 
didaftarkan hak atas kepemilikan intelektualnya 
(HAKI).  
Lokasi kajian yang sangat penting bagi 
pengembangan gambir sebagai komoditas strategis 
nasional adalah di  sentra produksi gambir terpenting 
Indonesia, yakni di Kabupaten Lima Puluh Kota. 
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Propinsi 
Sumatera Barat, total luas areal tanaman gambir di 
Sumatera Barat  adalah 19.658 Ha dengan daerah 
penghasil utama tanaman adalah Kabupaten Lima 
Puluh Kota. Berdasarkan data Dinas Perkebunan 
Kabupaten Lima Puluh Kota, 2005 (Tabel 3), luas 
pertanaman Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota 
adalah 13.749,75 Ha yang terdiri dari 2.079 Ha 
tanaman yang belum menghasilkan dan 11.670,75 
Ha tanaman yang menghasilkan dengan produksi 
8.166,40 ton/tahun dalam bentuk gambir mentah.  
Bila ditelaah dari ketersediaan lahan, Kabupaten 
Lima Puluh Kota memiliki potensi lahan yang dapat 
dimanfaatkan untuk pengembangan gambir. 
Tabel 3. Luas Lahan, Produksi dan Jumlah Petani  











1. Bukit Barisan 2.581,75 1.452,00 1.942 
2. Guguak 31,00 9,80 14 
3. Mungka 862,00 439,50 353 
4. Payakumbuh 85,00 35,00 78 
5. Lareh Sago 
Halaban 
656,00 345,80 212 
6. Harau 442,00 232,40 233 
7. Pangkalan Koto 
Baru 
3.705,00 1.99,20 1.531 
8. Kapur IX 5.429,00 3.605,70 2.638 
 JUMLAH 13.749,75 8.166,40 7.001 
Sumber Data : Dinas Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, 
2005 
Teknologi pengolahan gambir masih 
sederhana, walaupun gambir sudah lama diper-
dagangkan sebagai produk unggulan Indonesia.  
Gambir masih dijual dalam bentuk “gambir mentah” 
dan tidak ada variasi produk.  Posisi tawar menawar 
(bargaining power) pelaku usaha gambir Indonesia 
juga masih rendah. Pada Gambar 5 diperlihatkan 
salah satu proses produksi gambir yang dilakukan 
oleh rakyat.  
Nilai ekspor gambir yang cenderung terus 
menurun tidak terlepas dari rendahanya mutu 
gambir, serta harga gambir yang melemah di pasar 
internasional.  Hal ini menyebabkan fluktuasi harga 
yang cukup signifikan.  Tingkat harga gambir di 
kota Padang pada Juli bulan 2007 adalah Rp 
12.100/kg untuk gambir mutu produksi Payakumbuh 
(Kabupaten Lima Puluh Kota) dan Rp 11.400/kg 
produksi Siguntur (Kabupaten Pesisir Selatan).  
Sementara pada petengahan tahun 2006, sebelum 
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ada ketentuan ekspor gambir ke India, harga 
komoditi tersebut dipasarkan di kota Padang 
tergolong tinggi yakni Rp 17.200/kg untuk gambir 
Payakumbuh dan Rp 15.200/kg gambir Siguntur. 
Harga tertinggi di Padang periode lima tahun 
terakhir, yaitu pada Agustus 2005 tercacat Rp. 
22.600/kg untuk gambir Payakumbuh dan Rp 
17.550/kg untuk gambir Siguntur. 
Menurut Asben (2008), permasalahan yang 
dihadapi dalam pengusahaan komoditi gambir 
adalah 1) kualitas gambir rendah dan besarnya 
kehilangan dalam pengolahan yang memerlukan 
perbaikan mutu, 2) rantai tata niaga yang panjang 
dan didominasi pihak luar (Singapura dan India), 3) 
posisi tawar petani yang rendah dimana belum 
adanya jaminan harga yang stabil pada tingkat yang 
menguntungkan petani, 4) kurangnya informasi 
pasar internasional mengenai harga riil gambir, 5) 
adanya kebiasaaan mencampur gambir dengan 
bahan-bahan lain sehingga harga jualnya lebih 
rendah serta 6) peran pemerintah (daerah) yang 
terbatas.  Permasalahan utama gambir saat ini adalah 
rendahnya produktifitas dan mutu produk, akibat 
dari cara budidaya dan proses pasca panen/ 
pengolahan yang belum optimal serta minimnya 
dukungan teknologi. 
Gambir seharusnya dapat diolah menjadi 
berbagai produk turunannya yang mempunyai nilai 
tambah yang sangat besar yaitu gambir murni, 
gambir terstandardisasi, katekin dan alkaloid gambir. 
Selanjutnya produk turunan dari gambir juga telah 
diuji bioaktivitasnya sebagai immunostimulan, 
antiulcer, antimikroba, antinematoda, antioksidan 
dan hepatoprotektor. Berbagai sediaan obat dan 
kosmetik juga telah diformulasi dari produk turunan 
gambir, antara lain: tablet antidiare, kapsul untuk 
haemorhoid, tablet isap, tablet buih, obat kumur, gel 
dan krim untuk antiacne dan antiaging, shampo 
untuk antiketombe, pasta gigi, sabun transparan. 
Produk yang telah mendapat izin untuk dipasarkan 
adalah Katevit yang merupakan minuman kesehatan 
sebagai antiradikal bebas. Selain itu, juga telah 
dicoba memanfaatkan gambir dan turunannya 
sebagai pengawet kayu, pereaksi logam, dan tinta 
pemilu (Bachtiar, 2001). Pada Gambar 6 
diperlihatkan proses pemurnian gambir untuk 
mendapatkan katekin murni dan tanin. Melalui hibah 
penelitian ini diharapkan agar Tim Peneliti nantianya 
akan mampu membuat pohon industri gambir yang 
komprehensif, sekaligus membuat roadmap 
pengembangan agroindustri gambir nasional.  
 
 
Gambar 5.  Pengolahan Gambir Rakyat (Tinambunan, 2007) 
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Gambar 6. Proses pemurnian gambir untuk mendapatkan katekin murni dan tanin (Nazir, 2001) 
Di pasar internasional katecin (C15H12O6 ) 
dengan CAS Number (154-23-4), MW 290.28, 
RTECS  DJ.3450.000, R : 36/37/38, S 26 – 36 dan 
Spectrum UV- Visible (MeOH) 280.5 nm.  Dengan 
spesifikasi tersebut katecin dikategorikan sebagai 
katecin plus HPLC dan dihargai sebesar 74 euro/10 
mg.  Katecin (C15H14O6) dengan CAS Number 7295 
– 85 – 4, Mw 290.28, R ( 36 / 37 / 38), S (26 – 36).  
Katecin ini disebut katecin biasa dan dihargai 80 
euro / 1 g.  
Dari seluruh pertanaman gambir yang ada di 
Kabupaten Lima Puluh Kota, yang sudah 
menghasilkan adalah seluas 9.011 Ha dengan 
produksi rata-rata  per hektar sebesar 904,22 kg 
(0,94 ton/ha/tahun).  Potensi hasil dari luas lahan 
gambir  yang belum menghasilkan seluas 3.557 Ha 
dengan perkiraan produksi 3.216,31 ton/ha/tahun.  
Apabila dibandingkan dengan kapasitas produksi 
yang ada pada saat ini masih jauh dibawah kapasitas 
produksi optimal. 
Bila tanaman gambir yang diusahakan sesuai 
dengan teknik budidayanya, maka tanaman akan 
menghasilkan produksi rata-rata 0,6 ton/ha/panen.  
Secara normal tanaman gambir panen sekali empat 
bulan atau tiga kali panen per tahun, maka produksi 
optimal gambir adalah 1,8 ton/ha/tahun. Secara 
keseluruhan  potensi panen yang hilang dari luas 
areal gambir yang sudah menghasilkan adalah 
7.749,46 ton/ha/tahun. Potensi sebenarnya dari 
tanaman gambir Kabupaten Lima Puluh Kota 
dengan luas lahan 12.588 ha (dengan asumsi 
tanaman dikelola dan dipelihara dengan baik) adalah 
22.658,4 ton/tahun (Evalia, Gumbira-Sa’id dan 
Nurmalina, 2009).  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan  
Komoditas kelapa sawit, kakao dan gambir 
merupakan tiga komoditas penting dan unggulan 
Indonesia, karena devisanya yang besar, selain 
karena serapan tenaga kerja dan pangsa pasarnya 
yang besar di pasar global.  
 
Saran 
Nilai tambah yang dihasilkan ketiga 
komoditas di atas belum optimal karena mutu 
produk yang kurang baik, diversifikasi produk yang 
terbatas, permasalahan hama dan penyakit tanaman 
serta daya saing ekspor yang belum maksimal. Oleh 
karena itu, diperlukan peningkatan kegiatan dan 
hasil penelitian dan pengembangan agroindustri 
ketiga komoditas di atas, dalam upaya meningkatkan 
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daya saing produk kelapa sawit, kakao dan gambir 
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